
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.433, 2017 KEMENHUB. Pengangkatan PNS dalam Jabatan. 

Perubahan.  
 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 21 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR  

PM 128 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  :  bahwa dalam rangka pelaksanaan efisiensi anggaran khususnya 

terkait pelaksanaan asessment, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 128 Tahun 2016 tentang 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan di 

Lingkungan Kementerian Perhubungan; 

 

Mengingat    : 1.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

2.      Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke 

Tujuhbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 
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1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

123); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang 

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 12Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan 

Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan 

Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri 

Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

IndonesiaTahun 2015 Nomor 75); 

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 

2012 tentang Pola Karier Pegawai Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 923); 

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Komite Nasional Keselamatan Transportasi; 

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 

2015 tentang Profil Kompetensi Individu di Lingkunga 

Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 747); 

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

1012); 

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 

2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola 

Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan 

Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 63); 

13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 

1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah 

Pelayaran; 

14. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 

Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan 

www.peraturan.go.id



2017, No.433 -4- 

Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah 

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN 

NOMOR PM 128 TAHUN 2016 TENTANGPENGANGKATAN 

PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATANDI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. 

   

Pasal I 

Ketentuan Pasal 22 dalam Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM 128 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai 

Negeri Sipil Dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 1534) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 22 

(1) Hasil assessment berlaku paling lama 2 (dua) tahun.  

(2) Pelaksanaan assessment ulang terhadap PNS yang pernah 

mengikut iassessment kompetensi untuk hasil rekomendasi 

kurang dapat disarankan/ tidak dapat disarankan paling 

cepat 6 (enam) bulan terhitung sejak PNS yang 

bersangkutan melaksanakan assessment kompetensi yang 

terakhir. 

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

    Ditetapkan di Jakarta 

    pada tanggal 15 Maret 2017 

 

MENTERI PERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

BUDI KARYA SUMADI   

  

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 17 Maret 2017 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA,   

 

                ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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